
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.1

F. PERIZINAN BERUSATIA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USATIA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No Nomcnllatur PE IIUKI. Persyaratan Jangla Wettu
Pencrbltea

Kewajiban Mesa
Berleku

Peramctcr Kcwenaagan

(rl t2t (3t (sl (4) (6) 17l (8)

I. PEREDARAN PRODUK (A}

1 Tanda Pendaftaran Produk
(TPP) Pioduksi Telepon
Seluler, Komputer
Genggam (Handheldl, Dan
Komputer Tablet

Dokumen Persyaratan TPP
Produksi:
1. Sertifikasi alat dan

perangkat
telekomunikasi yang
diterbitkan oleh
Kementerian
Komunikasi dan Digital

2. Brosur produk; dan
3. Dokumen pedanjian

kerja sama produksi
fiika diproduksi di luar
perusahaan pemohon)

5 Hari Laporan realisasi produksi I tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

2 Legalisasi
Pendaftaran / Registrasi
Mesin Dan Peralatan
Produksi Cakram Optik

I. Surat pernyataan yang
menyatakan bahwa
mesin yang diimpor

5 Hari Bagi Perusahaan Industri yang
melakukan perbanyakan/
replikasi:

3 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 152012 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TT.F.2

No Itlomenklatur PB UMKI. Persyaratan Jangke Waltu
Penerbitan

KeweJibrn Masa
Berlaku

Paremeter Keweuangan

(1) t2t (3t (s) l4l (6) 17l l8)

tidak untuk membuat
atau menggandakan
cakram optik bajakan
(Materai Rp. 10.000)

2. Legalisasi
Pendaftaran / Registrasi
Mesin dan Peralatan
Industri Cakram Optik
terakhir (khusus untuk
perpanjangan)

3. Bukti pembelian atau
pemindahtanganan
mesin (disahkan oleh
notaris)

4. Importir Terdaftar (IT)

Cakram Optik (khusus
untuk perpanjangan);
dan

5. Bukti laporan produksi
2 Semester terakhir

Menyampaikan contoh cakram
optik hasil perbanyakan/
replikasi kepada Direktur di
Kementerian Perindustrian yang
melakukan pembinaan terhadap
industri cakram optik

SK No 112524 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.3

No Itlomenklatur PB UMKU Persyaretan Jangka Waltu
Penerbiten

Kewqfiban Masa
Berlaku

Parameter Kcwenangan

(U t2t (3) (s) (41 (6) 17l (81

(khusus untuk
perpanjangan)

3 Tanda Pendaftaran Tipe
Kendaraan Bermotor

Dokumen persyaratan
untuk keperluan uji tipe:
1. Formulir isian

pendaftaran tipe dan
varian kendaraan
bermotor

2. Penjelasan NIK atau
tanda bukti penerapan
VIN minimal 9 karakter
pertama secara
berurutan beserta
penjelasannya serta
dilengkapi dengan
keterangan tahun
pembuatan pada
karakter kesepuluh,
yang dibuat oleh pabrk
atau pemasok

5 Hari Laporan realisasi impor 1 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112525 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.4

IIIO Itlomcnllatur PB IIMKU Persyaratan Jangla Waktu
Pcnerbitaa

KewqJlban Masa
Bcrlaku

Parameter Keweaangan

(1) t2t (3) (s) (4) (6) t7l (8)

kendaraan bermotor
dari negara asal

3. Rencana impor selama 1

(satu) tahun ke depan
sejak pengajuan
permohonan

4. Garnbar/brosuryang
diterbitkan oleh pabrik
atau penyedia yang
berisi spesihkasi teknis
dari tipe yang
didaftarkan

5. Surat pernyataan
jaminan mutu dan
layanan purna jual yang
dibuat oleh importir dan
disahkan oleh notaris
sesuai tipe dan varian

6. Pernyataan harga FOB
dengan dibubuhi
materai yang dibuat

SK No 112526 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.5

IiIo Nomcnklatur PB UMKU Persyaraten Jengke Waktu
Pencrbltan

Kewqiiben Masa
Berlaku

Parametcr Kewcnangen

(U t2t (3) (s) l4l (6) t7t (8t

oleh importir yang
bersangkutan sesuai
dengan tipe dari
kendaraan bermotor
yang diimpor; dan

7. Okumen pernyataan
tahun pembuatan yang
diterbitkan oleh
pabrik/prinsipal atau
pemasok luar negeri,
apabila dalam
penjelasan NIK tidak
mencantumkan tahun
pembuatan pada
karakter kesepuluh

Dokumen persyaratan
untuk keperluan Impor:
l. Formulir isian

pendaftaran tipe dan

SK No 112527 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.6

No IYomenllatur PB IIMKL Pcrsyarataa Jangla trIaktu
Penerbitan

Kcwqilban Mesa
Berl,aku

Paremeter Kewcnangan

t1) l2t (3) l5l l4) (6) 17l (8t

varian kendaraan
bermotor

2. Penjelasan NIK atau
tanda bukti penerapan
VIN minimal 9 karakter
pertama secara
berurutan beserta
penjelasannya serta
dilengkapi dengan
keterangan tahun
pembuatan pada
karakter kesepuluh,
yang dibuat oleh pabrik
atau pemasok
kendaraan bermotor
dari negara asal

3. Rencana impor selama 1

(satu) tahun ke depan
sejak pengajuan
permohonan

SK No 112528 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.7

ITo I[omcnklatur PB UMKII Pcrsyeratan Jangla Wahu
Pencrblten

KeweJibaa Mase
Berlaku

Peremetcr Kewenangan

(u t2t (3t (sl (4) (6) 17l (8)

4. Gambar/brosur yang
diterbitkan oleh pabrik
atau penyedia yang
berisi spesihkasi teknis
dari tipe yang
didaftarkan

5. Surat pernyataan
jaminan mutu dan
layanan purna jual yang
dibuat oleh importir dan
disahkan oleh notaris
sesuai tipe dan varian

6. Pernyataan harga FOB
dengan dibubuhi
materai yang dibuat
oleh importir yang
bersangkutan sesuai
dengan tipe dari
kendaraan bermotor
yang diimpor

7. Tanda lulus uji tipe

SK No 112529 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

II.F.8

No Nomenklatur PB IIMKII Persyareten Jangka Walrtu
Penerbitan

Kewqiiban Masa
BerlaLu

Peramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (s) (4) (6) 17l (81

8. Tanda Pendaftaran Tipe
untuk keperluan uji tipe
yang telah diperoleh
atau Tanda Pendaftaran
Tipe untuk impor
terakhir atas tipe dan
varian yang sama

9. Sertifikat bengkel dari
surveyor independen
atau perjanjian antara
principal dengan
perusahaan pemohon
mengenai komitmen
penyediaan layanan
purna jual

l0.Dokumen pernyataan
tahun pembuatan yang
diterbitkan oleh
pabrik/prinsipal atau
pemasok luar negeri,
apabila dalam

SK No 112530 C



PREsIDEN
FEPUBUK INDONESIA

II.F.9

No Nomenklatur PB ITMKII Persyaretan Jangka trIaLtu
Penerbltaa

Kewqfibea Masa
Berlaku

ParaECtcr Kewenangan

(1) t2t t3) (st (41 l6l t7t (8t

penjelasan NIK tidak
mencantumkan tahun
pembuatan pada
karakter kesepuluh; dan

I l.Dokumen realisasi
impor, apabila pelaku
usaha mengajukan
Tanda Pendaftaran Tipe
untuk impor terakhir
atas tipe dan varian
yang sama

II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C}

4 Sertifikat Akreditasi
Kawasan Industri

Melakukan pengisian
penilaian mandiri dalam
form survei yang paling
sedikit berupa data
dan/atau informasi aspek
Standar Kawasan Industri
yang terdiri atas:

13 Hari 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No ll253l C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.1O

No I{omeakletur PB IIMKII Pcrsyaretan Jangka lf,eltu
Penerbitrn

Kewqiiban Masa
Berlaku

Parameter Kewenangan

(rl l2l (3) (5t (4) (6) 17l (8)

1. Aspek infrastruktur
dasar

2. Aspek pengelolaan
lingkungan; dan

3. Aspek manajemen dan
layanan

5 Sertihkat Tingkat
Komponen Dalam Negeri

1. Hasil penghitungan
sendiri nilai TKDN (sell
assessmend

2. Alur proses produksi
3. Apabila pelaku usaha

melakukan keda sama,
permohonan juga
melampirkan:
a. Peq'anjian ke{a

sama antara
Perusahaan Industri
dan pelaksana kerja
sama

22Hai 3 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112532 C



PRESIDEN
REPUBLIK INIJONESIA

II.F.11

No Nomenkletur PB IIMKII Persyaratan Jangle Wektu
Pcncrbltan

Kewqfiban Mese
Berl,aku

Pararnctcr Kcwenangan

(1) t2t (31 (s) (41 t6) 17t (8)

b. Perizinan berusaha
dari pelaksana kerja
sama

c. Profil pelaksana
kerja sama

d. Terkait aspek
produksi terhadap
produk yang akan
dinilai

4. Khusus untuk produk
farmasi, telepon seluler,
komputer genggam, dan
modul surya harus
melampirkan surat
persetujuan penilaian
TKDN

IIL KELAITCARAN KEGIATAN USAIIA (D)

6 Pertimbangan Teknis
Pembebasan Bea Masuk

Dokumen perolehan
Barang untuk Keperluan

5 Hari 1 kali
importasi

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No I12533 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.12

IYo Nomenklatur PB IruKU Persyaraten Jangla l[ektu
Pencrbitaa

Kcwqfiban Masa
Bcrlaku

Parameter Kewcnangan

(r) l2t (3t (s) l4l (6) 17l (8)

Dalam Rangka Penelitian
Dan Pengembangan

Penelitian dan
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan berupa:

1. Surat keterangan dari
pemberi hibah/
bantuan (gifi certificatel
atau surat perjanjian
kerjasama, dalam hal
Barang untuk
Keperluan Penelitian
dan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan
berasal dari
hibah/bantuan atau
kerjasama; atau

2. Dokumen pembelian,
dalam hal Barang untuk
Keperluan Penelitian
dan Pengernbangan
ilmu Pengetahuan
berasal dari pembelian

SK No ll25340



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.13

No Nomenklatur PB IIMKU Persyeratan Jangla Walrtu
Pencrbltsn

Kewqflban Masa
Berlaku

Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (s) (41 (6) 17l (81

7 Surat Persetujuan
Penilaian Tkdn
Penggunaan Mesin
Produksi Dalam Negeri

Daftar mesin yang
dilengkapi dengan jumlah,
jenis, spesil-rkasi dan harga
mesin

5 Hari Berlaku
untuk 1 kali
pengajuan

permohonan
penilaian

TKDN

Seluruh Menteri/Kepala Badan

8 Rekomendasi Pengguna
Gas Bumi Tertentu

Dokumen berupa:
1. Perhitungan kelayakan
2. Keekonomian industri
3. Nilai tambah yang dapat

diberikan oleh
perusahaan industri
pengguna gas bumi

4. Laporan keuangan 1

(satu) tahun terakhir
perusahaan yang sudah
diaudit oleh akuntan
publik

5. Pedanjian jual beli gas
bumi yang berlaku

Laporan atas penggunaan gas
bumi tertentu

Pengajuan
rekomendasi
per periode,
jika sudah

mendapatkan
rekomendasi
masa berlaku

selamanya
sampai
adanya
Kepmen

ESDM yang
baru

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112535 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.14

No ltlomentlatur PB IIMKU Persyaratan Jengta Walrtu
Pencrbltan

Kcwqflban Masa
Berlaku

Parameter Kewenangen

(1) t2t t3t (s) (4t (6) 17l (8)

6. Laporan pemakaian gas
bumi pada masing-
masing pabrik selama I
(satu) tahun terakhir;
dan

7. Surat pernyataan
kebenaran dokumen
yang ditandatangani
oleh pimpinan
perusahaan setingkat
direksi sesuai dengan
format sebagaimana
tercantum dalam
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang perindustrian

9 Sertifikat Tanda Sah
Dokumen Pencegahan
Dan Penanggulangan
Keadaan Darurat Bahan
Kimia Dalam Kegiatan
Usaha Industri Kimia

Dokumen penilaian
risiko yang meliputi:
a. Alur proses

produksi; dan

5 Hari Laporan upaya pencegahan dan
penanggulangan keadaan
darurat bahan kimia yang
memuat:

5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112536 C



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.15

Ito Nomenllatur PB UMKII Persyeraten Jangka Waktu
Penerblten

Kcwqilban Masa
Berl,eku

Parameter Kewcnengen

(U t2t (3) (st (4) (6) 17l (81

b. Daftar bahan kimia
dan pengelolaan
bahan kimia

2. Dokumen prosedur
yang meliputi:
a. Prosedur standar

operasi dan/atau
instruksi kerl'a
pencegahan dan
penanggulangan
keadaan darurat
bahan kimia

b. Daftar personil
keadaan darurat
bahan kimia

c. Peralatan dan
perlengkapan
keadaan darurat
bahan kimia

d. Alur proses sistem
komunikasi

a. Kejadian keadaan darurat
yang terjadi dan
penananannya

b. Pelaksanaan latihan
c. Kondisi peralatan dan

perlengkapan

SK No 112537 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.16

ItIo I[omenklatur PB UMKU Pcrsyaretan Jeagla Elattu
Pcnerbitan

Kcwqflban Mase
Berlaku

Paramctcr Kcwenangea

t1) t2t (3t (s) (4) (6) 17t t8)

keadaan darurat;
dan

e. Nota
kesepahaman/dok
umen pedanjian
keq'a sama
perencanaan
pencegahan dan
penanggulangan
keadaan darurat
tingkat 2

10 Surat Penetapan Kode
Perusahaan Dalam
Rangka Penerapan Nomor
Identifikasi Kendaraan
(NrK)

1. Gambar atau brosur
kendaraan bermotor
yang akan diproduksi

2. Merek dari kendaraan
bermotor yang terdaftar
pada instansi yang
berwenang (tanda
pendaftaran merek
dilampirkan)

5 Hari l0.Apabila tempat dan atau
tanah yang dijadikan sebagai
tempat usaha atas dasar
kontrak, sewa atau
ke4'asama, harus dituangkan
dalam pe{anjian tertulis
untuk masa sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun

I l.Setiap akan memproduksi
kendaraan dengan merk dan

Selama
pelaku usaha
melakukan

kegiatan
usaha

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112538 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.17

No Nomenllatur PB IIMKU Persyaratan JengLa Wektu
Pencrbltea

Kewqflban Masa
Berleku

Parameter Kcwenaagen

(U t2t (3t (s) (4) (6) 17l (8)

3. Kode penjelasan
kendaraan bermotor
yaitu 6 (enam) karakter
untuk NIK atau 1 (satu)
karakter untuk NIK
tambahan

4. Rencana produksi
5. Rencana penggunaan

komponen lokal
6. Foto dokumentasi

kantor, pabrik dan
fasilitas serta
peralatannya

7. Lay-out pabrik dan
lokasi kantor

8. Daftar peralatan utama
dan peralatan
pendukung

9. Perjanjian kerja
sama/kontrak bagi
pekerjaan-peke{aan
yang disubkontrakkan

atau tipe baru, perusahaan
berkewajiban untuk
menyampaikan sistem
penomoran NIK sekurang-
kurangnya 9 karakter dan
untuk NIK tambahan
sekurang-kurangnya 5
karakter pertama disertai
penjelasan dari masing-
masing karakter

l2.Perusahaan yang telah
menerapkan NIK atau NIK
tambahan diwajibkan
menyampaikan laporan
penerapan NIK atau NIK
tambahan serta laporan
realisasi produksi setiap
bulan Januari, April, Juli,
dan Oktober tahun berjalan

SK No 112539 C



PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

II.F.18

No Itlomcnllatur PB IIMKII Persyaraten Jangke Waktu
Pcnerbitan

Kcwqfiban Mese
Berlaku

Paramctcr Kcwcnangan

(U l2t (3) (s) (4) (6t 17t (8)

11 Surat Penetapan
Perusahaan Yang
Mengimpor Kendaraan
Eermotor IKD

1. Surat Penetapan Kode
Perusahaan; dan

2. Surat Pendaftaran
Merek dari kementerian
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak
asasi manusia atau
perjanjian untuk
memproduksi
Kendaraan Bermotor
dengan merek prinsipal

5 Hari Berlaku
selama

Perusahaan
Industri yang
bersangkutan

masih
beroperasi
atau tidak

ada
perubahan
data pada

Surat
Penetapan
dimaksud

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112540 C



PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

II.F.19

No Ilomcnlletur PB UMKII Pcrsyereten Jangle Wektu
Pcnerbiten

Kewqflban Mese
Berlaku

Paramctcr Kewcnangen

(1) l2t (3t (s) t4l (6t 17t (8)

t2 Penetapan Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong

1. Bukti kepemilikan atau
penguasaan suatu
tempat, bangunan, atau
area penyimpanan
untuk Bahan Baku
dan/atau Bahan
Penolong hasil importasi

2. Dokumen tangkapan
layar f screenshot
dan/atau dokumen
pencatatan yang
membuktikan
kepemilikan sistem
pengendalian internal
yang baik dan
mendayagunakan
sistem informasi
persediaan dan
penyaluran Bahan Baku
dan/atau Bahan
Penolong berbasis
komputer serta sistem
penelusuran barang

6 Hari Laporan penyaluran Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong
kepada IKM

Selama
Pelaku Usaha

masih
melakukan

kegiatan
usaha

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No ll254lC.



PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

II.F.2O

No Nomenkletur PB IilKII Persyaratan Jangke Waktu
Penerblten

Kewqflban Masa
Bcrleku

Parameter Kewenengen

(U t2t (3t (st (4) (6) 17l (El

(traceabilitg) dalam
pengelolaan barang
pada Pusat Penyedia
Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong; dan

3. Data IKM yang dilayani,
yang terdiri atas nama,
alamat, dan nomor
induk berusaha

13 Surat Penetapan
Perusahaan Industri
Pemanfaat Skema Khusus
Industri Galangan Kapal

Dokumentasi berupa foto
dan gambar lag-out fasilitas
galangan kapal paling
sedikit berupa dok tempat
pembangunan kapal dan
bengkel produksi

5 Hari Laporan pemanfaatan skema
khusus industri galangan kapal

Selama masih
menjalankan

kegiatan
usaha

Seluruh Menteri/Kepala Badan

t4 Surat Pendaftaran Bahan
Berbahaya

1. Bagi produsen bahan
berbahaya harus
memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

5 Hari 1. Produsen terdaftar bahan
berbahaya wajib melaporkan
kepada direktur jenderal
dengan tembusan kepada
kepala dinas perindustrian

Selama
pelaku usaha

masih
menjalankan

Seluruh Menteri/Kepala Badan

SK No 112542 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

II.F.21

No Ifomenllatur PB UMKU Persyaratan Jengla trIaktu
Pencrblten

Kewqflban Masa
Berleku

Parameter Kcwcnengea

(r) t2t (3t (sl (4) (6) 17l (8t

a. Perusahaan
berbentuk badan
hukum perseroan
terbatas

b. Menyampaikan
uraian mengenai
proses produksi dan
fasilitas pengadaan,
pengolahan,
penyimpanan,
pengemasan, dan
pengangkutan bahan
berbahaya

c. Memenuhi syarat
keamanan,
keselamatan,
kesehatan dan
Iingkungan hidup,
yang dibuktikan
dengan l.aporan
Pelaksanaan
Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL)

provinsi setempat mengenai
data produksi, penggunaan
dan penyaluran bahan
berbahaya

2. Industri pengguna akhir
terdaftar bahan berbahaya
wajib melaporkan mengenai
data pengadaan dan
penggunaan bahan
berbahaya untuk proses
produksinya kepada direktur
jenderal dengan tembusan
kepada kepala dinas
perindustrian provinsi
setempat

kegiatan
usaha

SK No 112543 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

\.F.22

ItIo Itlomcnllatur PB UMI(I Persyareten Jengke Weltu
Penerbiten

Kewqiiban Mesa
Berlalu

Paremeter Kcwcnangan

(1) t2t (3) (5) (4) (6) 17l (8)

dan Rencana
Pemantauan
Lingkungan (RPL)

d. Memiliki peralatan
Sistem Tanggap
Darurat

e. Memiliki tenaga ahli
di bidang
pengelolaan bahan
berbahaya sebagai
penanggung jawab
teknis produksi; dan

f. Menyampaikan surat
pernyataan bahwa
bahan berbahaya
hanya akan
disalurkan kepada
distributor terdaftar
bahan berbahaya
dan/atau industri
pengguna akhir
terdaftar

SK No ll25440



PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

II.F.23

ITo IYomcnkletur PB IIMI(I Persyaratan Jangke Waktu
Pencrbltrn

Kcwqllban Mesa
Bcrleku

Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (s) l4) (6) 17l (8)

2. Bagi industri pengguna
akhir bahan berbahaya
harus memenuhi
ketentuan sebagai
berikut:
a. Menyampaikan

nama penanggung
jawab yang
menangani bahan
berbahaya

b. Menyampaikan
uraian proses
produksi dan
diagram alir serta
perhitungan
pemakaian bahan
berbahaya; dan

c. Menyampaikan surat
Pernyataan bahwa
bahan berbahaya
hanya akan dipakai
sendiri dalam proses
produksinya dan

SK No 112545 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TT.F.24

Itlo I[omenkletur PB IIMKII Persyareten Jangka Waktu
Penerbltea

Kewqiiban Mase
Berhku

Parametcr Kewenengen

(1) t2t (3) (s) (4) t6) t7t (E)

tidak
diperjualbelikan

15 Sertihkat Mesin Pelinting
Untuk Industri Hasil
Tembakau

1. Dokumen keterangan
mengenai spesifikasi
teknis mesin, paling
sedikit memuat:
a. Kapasitas terpasang

mesin persatuan
waktu

b. Merek mesin dan
atau nomor seri
mesin

c. Nama perusahaan
pembuat/manufaktu
r

d. Negara asal
e. Tahun pembuatan;

dan
f. Kondisi mesin

2. Dokumen keterangan
asal mesin lokasi
keberadaan mesin

5 Hari 5 tahun Industri
mikro, kecil,
menengah

Bupati/Walikota

Industri
besar

Gubernur
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.25

No Ifomenlletur PB IffKII Pcrsyeretan Jeagle Walrtu
Peacrbltan

Kewdiban Mase
Bcrlaku

Perameter Kcwcnangen

(1) l2t (3t (s) (4t (6) (71 (8)

16 Surat Penetapan
Perusahaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat
Emisi Karbon Rendah
(LCEV)

1. Salinan surat penetapan
kode perusahaan

2. Salinan surat
pendaftaran merek dari
kementerian yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak
asasi manusia atau
perl'anjian untuk
memproduksi
kendaraan bermotor
dengan merek prinsipal;
dan

3. Dokumen rencara
pengembangan industri
yang paling sedikit
memuat:

5 Hari Selama
berlakunya

program
pengenaan

PPNBM
berdasarkan

emisi

Seluruh Menteri/Kepala Badan
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PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

TI.F.26

No Itlomenllatur PB IIMKU Persyareten Jeugta Waktu
Pencrbltaa

KeweJiban Masa
Berhku

Paramcter Keweaangen

(1) t2t (3) (sl (41 (6) 17t (8)

a. Rencanaumum
pengembangan
perusahaan; dan

b. Rencana
penambahan
investasi

t7 Surat Penetapan
Kendaraan Bermotor Roda
Empat Emisi Karbon
Rendah (LCEV)

1. Surat penetapan
Perusahaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat
Emisi Karbon Rendah
(LCEv)

2. Surat keterangan
veril-rkasi awal yang
diterbitkan l.embaga
Verifikasi

3. Dokumen rencana
kegiatan usaha
(business plan) paling
sedikit memuat:

5 Hari Selama
berlakunya

program
pengenaan

PPNBM
berdasarkan

emisi

Seluruh Menteri/Kepala Badan
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PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

IT.F.27

No Nomenklatur PB IIMKII Pcrsyaratan Jangla Waktu
Penerbitan

Kewqflban MaEa
Berlaku

Parameter Kewenengen

(1) t2t (3t (sl (4) t6) 17t (Et

a. Rencana investasi
dan/atau realisasi
investasi

b. Perhitungan proporsi
nilai investasi
berdasarkan
karakteristik
teknologi kendaraan

c. Rencana dan/atau
realisasi produksi
kendaraan (merek,
jenis, tipe, dan/atau
varian kendaraan);
dan

d. Rencana
pemberdayaan
komponen dalam
negeri, khusus
kendaraan listrik
berbasis baterai
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PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.28

No Nomenllatur PB UMKU Persyaratan Jengke Wrlrtu
Penerbiten

Kewqliban Mesa
BerlaLu

Parameter Kewcnengan

(1) t2t (3t (s) (4) t6t 17l (8)

dilengkapi dengan
sertifrkat TKDN; dan

4. Surat pernyataan harga
untuk KBH2

18 Surat Keterangan
Kawasan Industri Halal

1. Rencana
induk/masterplan
Kawasan Industri halal;
dan

2. Dokumen berupa:
a. Bagan struktur dan

sertihkat kompetensi
tim manajemen halal

b. Dokumentasi,
dokumen keg'a sama
dan/atau sertihkat
akreditasi
laboratorium

c. Dokumentasi
dan/atau dokumen
kerja sama dengan

5 Hari Laporan perkembangan kawasan
industri halal

Selama
pelaku usaha
melakukan

kegiatan
usahanya

Seluruh Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TI.F.29

Ito Nomenllatur PB IIMKU Persyaraten Janghe Waltu
Pencrblten

KewaJiban Masa
Berleku

Parameter Keweaangen

(1) t2t (3) (s) t4t (6t 17t t8)

Lembaga Pemeriksa
Halal

d. Dokumentasi,
dokumen kerja sama
dan/atau sertifikat
halal instalasi
pengolahan air baku

e. Dokumentasi dan
gambar teknik
kantor pengelola

f. Dokumentasi
pembatas; dan

g. Dokumen sistem
manajemen halal
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